
..!:-

GUBERNUR LAMPUNG
PERATT'RAI{ GUBTRII'R I.AUPI'I{G

ITOUOR,5 TAIITIIT 2016

TENTAIVG

MEI(AITISME DAN TATAITER'A TEI{AGA AHLI PEUERIITTAII
PROVITSI I,ADIPI'ITG

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

GI'EERITI'R LAMPUNG,

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan
Gubemur l,anrpung Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Mekanisme dan Tatake{a Tim Teknis Satuan Kerja
Pera.ngkat Daerah Pemerintah Provinsi l;r.:mpung, dalam
rangka r.lpaya untuk meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas pencapaian program prioritas
Pemerintalr Provinsi Lampung, perlu mengangkat Tenaga
Ahli Pemerintah Provinsi Lampung yang profesional pada.
bidang tertentu di Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksrud pada huruf a tersebut
di atas, dztlam rangka meningk:rtkan kine{a Tenaga Ahli
sesuai derrgan bidang tugasnya, maka perlu mengatur
kembali pedornan pengangkatan, penjabalan fungsi, tugas
dan tataker ja Tenaga AhIi Pemerintah Provinsi Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang
Mekanisme dan Tatake{a Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi
Lampung;

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahurr 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung rlengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Elersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Neg,ara;

4. Unclang-Undang Nomor 1 1'ahun 2OO4 tentang
PerbendahzLraan Negara;

5. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;. .

Menimbang
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan .antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

7. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahu.n 2Ol4 tenta,ng Aparatur
Sipil Negara;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pem.erintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakh ir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

11. Undang-Urrdang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan;

1 2. Peraturan Pe:nerintah Nomor 2O Tahun 200 1 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

1 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta.ng
Pengelolaan Keuangan Daerah;

1 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineq'a Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41. Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20O8 tentang
Sistem Pengendalian Intem Pemerilttah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ot4 tentarg
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimarra telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Orgalisasi Perangkat
Daerah sebagaima-na telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 200'7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat l)aerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah;



Menetapkan

-3-

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1l Tahun 2O09
ten.tang C)rganisasi dan Tatakela Seliretariat Daerah
Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Proivnsi l,ampung sebasaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Dearah Provinsi Ia.mpung Nomor
2 Ta}rur, 2014;

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatake{a Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan kmbaga Teknis
Daerah F'rovinsi Lampung ssfagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung I'{omor 3 Tahun 2014;

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi
Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 4
Tahun 2014;

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Lembaga Lain sebagai Sagian dari
Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi l,ampung
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dearah Prorrinsi La.mpung Nomor 5 Tahun 2014;

LIEMUTUSKAN:

PERATI'RAIT GT'BERNI'R TENTAISG MEKAITISME
DAN TATAKER^'A TEITAGA AHLI PF,MERIIITAII PROVINSI
L/tilPttltc.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Gubernur adalah Gubernur l,ampung.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung;

4. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung adalah orang
yarrg mernpunyai keahlian bidang tertentu untuk
mernbantu Gubernur yang dalam pelaksanaan tugasnya
dikoordinasikan oleh staf ahli 'Gubernur sesuai dengan
bidang keahliannya.

5. Mekanisme, dan Tatakerja adalah sebuah proses
pelaksanaa.n suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh
seorang/beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan
aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas
sesuai dengan profesionalitas/keahliannya'

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Keq'a Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah
Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung'

7. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
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8' Anggaran Pendapata, dan l]elanja Daera]r yang selanjubrya disingkat ApBD
adalah Anggaran Pendapata::r dan Belanja Daerah Fbovinsi l,ampung.

BAB II
KEDUDUIGN, FUNGSI DAN TUC}AS

Pasal 2

(1) Tenaga Ahli Pemerintah l:Yovinsi Lampung bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Tenaga Ahli Pemerintah Pro',.insi I"ampung sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) ',erdiri dari:
a. Tenaga Ahli Pemerintah I:Yovinsi Lampung BidanlS Pemerintahan;

b. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Hukum dan Politik;
c. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Iya.mpung Bidan g Pembangunan;

d. Tenaga Ahli Pemerintzr-h Provinsi L"ampung Bidang Ekonomi dan
, Keuangan; dan

e. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia.

(3) Gubernur dapat mengangkat Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung
selain yang dimaksud ayat (2) sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tenaga Ahli
Pemerintah Provinsi Lampu ng mempunyai fungsi:
a. penrberian saran, masukan, pertimbangan drm rekomendasi kepada

Gubernur dalam rangka F encapaian target kineq'a Pemerintah Provinsi
l,ampung sesuai bidang tugas dan keahliannya;

b. penrberian saran, rnasukan, pertimbangan deur rekomendasi kepada
Gubernur dalam hal kebijakal dan pelaksanaan program dan kegiatan
Pemerintah Provinsi Lampunl3 sesuai bidang tugas dan keahliannya;

c. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekornendasi atas pemecahan
masalah secara konseptua.l sr:suai dengan bidang tu gas dan keahliannya;

d. perumusan dan penelahaax masalah pemerintahanl daerah sesuai dengan
bidang tugas dan keahliannya;

e. melaksanakan tugas-tugas lerinnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

(1) Tenaga Ahli Pemerintah Provrnsi Lampung Bidang Pernerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas:

a. memberil<an saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam
perumusan analisa dan kebijalan secara konseptual di bidang
pemerintahan;

b. memberikan konsultasi kepada SKPD di bidang lremerintahar;
c. memberikurn saran dan pertimbangan mengerrzri hal-hal yang brsifat

strategis di bidang pemerintahan yang perlu mendapatkan perhatian
Gubemur;

d. melakukan koordinasi dengan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang
Pemerintahan urutuk membantu pelaksanaan program/kegiatan
pembangunan dat:rah bidang pemerintahan; dat:I

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
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(2J Tenaga Ahli Pemerintah Ilrovinsi l,ampung Bidang Hukum dan Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 eyil (21 mempunyai tugas:

a. rremberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam
r perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang hukum

dan politik;

b. memberikan konsultasi kepada SKPD di bidang hukum dan politik;

c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat
strategis di bidang hukum dan politik yang perlu mendapatkan perhatian
G u bernur;

d. melakukan koordinasi dengan Staf Ahli Gubemur Lampung Bidang
Hukum dan Politik untuk membantu pelaksanaan program/kegiatan
pembangunan daerah bidang hukum dan politik; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

(3) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pembangunan
sebagaimar r dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (21 mempunyai tugas:

a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam
perumusan analisa dern kebijakan secara konseptual di bidang
pembangunan;

b. memberikan konsultasi kepada SKPD di bidang pembangunan;

c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat
strategis cii bidang pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian
Gubernur;

d. melakukan koordinasi dengan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang
Pembangunan untuk membantu pelaksanaan program/ kegiatan
pembangunan daerah bidang hukum dan politik; dan

e. melaksanakan tugas-tuglis lainnya yang diberikrur oleh Gubernur.

(4) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi dan Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 mempunyai tugas:

a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam
perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang ekonomi
darr keuangan;

b. memberikan konsultasi kepada SKPD di bidang ekonomi dan keuangan;

c. memberikal saran dan pertimbangan mengenai hal-hd yang bersifat
strategis di bidang ekonomi dan keuangan yang perlu mendapatkan
perhatian Gubemur;

d. melakukan koordinasi dengan Staf Ahli Gubemur Lampung Bidang
Ekonomi dan Keuangan rrntuk membantu pelaksanaan program/kegiatan
pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

(5) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Kemasyarakatan dal1

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21

mempunyai tugas:

a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam
perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

, b. memberikan konsultasi kepada SKPD di bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;



-6-

c. memberikan saran dan pertimbangan mengerlai hal-hal yang bersifat
strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang perlu
mendapatkan perhatian Gubernur;

d. melaku. al koordinasi dengan Staf Ahli Gubernur l^ampung Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia untuk membantu
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

(1) Sekretariat Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi la.mpuag berada di Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung,

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagran Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

Pengangkatan Tenaga Ahti Pemerintah Provinsi La.mpung sesuai dengan
kompetensi dan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 7

(21

Penrberhentian Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi lampung ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung diberhentikan apabila :

a. Tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;

b. Tidak menunjukkan kecakapan dalam rnenjalankan tugas dan
kewajibannya; dan

c. Tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi
Lampung.

Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung berhenti apabila :

a. Masa kerja berakhir;

b. Meninggal dunia; dan

c. Mengundurkan diri.

(3)

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagran Kesatu
Wewenang

Pasal 8

Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung menpunyai wewenang:

a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari SKPI)
terkait maupun pihak lain;

b. melaksanakan dialog/wawancara secara langsung dengan pejabat di
lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung
jawabn-va.

(1)
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(1) 
,

(2)

(3)

(4)

(s)

(i)

(21

Bagtan Kedua
'langgung Jawab

Pasal 9

Tenaga .Ahli pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab atas:

a. pelaksanaan tugas-tu-gas sesuai dengan bidang keahliannya; dan
b. meiaporkan hasil ke{anya s:tiap bulan iepada Gube.rnur melalui Sekretaris

Daerah.

BAB V

I.IAK KEUANGAN

Pasal 10

Tenaga Ahli Pemerintah Provinsri Lampung diberikan honorarium setiap bulan
dengan besararr mengacu keparla Keputusan Gubemur tentang Pengangkatan
Tenaga .{hli Gubernur yang berbzrsis kineg'a.
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Pelaksanaan kewenangan dikoordinasikan dengan. Staf Ahli Gubernur yang
bersangkutan sesuai Cengan bidangnya.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Pasal 
'1 

1

Tenaga Ahli Pemeriirtah Provinsi la-mpung drrlam pelalisar. aan tugas
dikoordinasikan oleh Staf Ah.li Gubernur masing-masing bidang.

Tenaga Ahli Pemerintah Prc'yinsi Lampung wajib menyusun laporian kinerja
dalam bentuk laporan kegiatan, makalah, Policy &ief dan atau kajian setiap
bulannya.

Apabiia dipandang '-rerlu, pelaporan pe[aksanaan. tugas dilakukan dengan
mengadakan presenLasi/pemaparan di hadapan para pejabat atau yang
dipandang perlu di lingkungem Pemerintah Daerah.

Hasil laporan Tenagzr Ahii Pemerintah Provinsi Lampung menjadi hak milik
Pemerintah Daerah dan tidai< boleh dipeq'udbelikan dan/atau dipublikasikan
kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung kelancaran pelalsanaan tugas Tenaga Ahli Pemerintah
Provinsi L^mpung, Sekretaris Daerah melalui Biro Umum memfasilitasi
administrasi surat-menyurat., administrasi keuangan dan pe{alanan dinas
serta rapat koordinasr.

tsAI} VII

MASA KERJA

Bagian Kesatu

Masa Kerja

Pasal 12

Masa kef a Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung ditetapkan
berdasarkan Keputusan Gubernur;

Tenaga Ahli Pemerintah Prr:rvinsi Lampung dapat ,liangkat kembali untuk
masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuh.an Pemerintah Daerah.
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BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur l,ampung
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tatakerja Tim Teknis Satuan Kery'a
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 - 09 - 2016

GT'BERITT'R LAMPUITG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - Og - 2016

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTOIYO MM.
Pemblna Utama Madya

NIP. 195807287 L9a6C2 I OO2

s"tirr"t =."t,f dengan aslinya
KEPAI,A BIRO EUIftr}{,

,K
ZfTLTIKAR. SH..IUH.
Pembina [itamr Muds

NrP. 19680428 199203 I 003

BERITA DAERAH PROVIISI LAMPT NG TAHUI{ 2016 NOMOR : 36


